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Abstrak 

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Bina Darma Tahun 2023 dilaksanakan 

di Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. Kegiatan KKN ini bertujuan untuk 
memberikan Edukasi kepada UMKM mengenai informasi perpajakan dalam badan 

usaha. Kegiatan edukasi mengenai pajak dilakukan karena SDM pada Desa Muara Dua 

belum memahami tentang perpajakan dalam badan usaha. Metode yang digunakan 
dalam kegiatan KKN ini adalah metode kualitatif yaitu dengan cara observasi langsung 

dan melakukan wawancara disertai dengan metode kualitatif. Dengan adanya edukasi 

mengenai perpajakan tersebut diharapkan UMKM mendapat gambaran dasar tentang 
perpajakan, dan semoga menjadi langkah awal agar UMKM dapat meningkatkan 

kesadaran untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, serta UMKM dapat 

memahami ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sehingga UMKM mampu 

melakukan pembayaran dan pelaporan pajak dengan baik. Kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat memiliki waktu yang sangat terbatas sehingga kami tidak dapat 

melakukan pendampingan serta praktik secara langsung. Oleh karena itu UMKM 

masih terus diberikan kesempatan untuk berkonsultasi apabila terdapat kendala 
dalam pembayaran atau pelaporan pajak di kemudian hari. 

 

Kata Kunci: Edukasi, Perpajakan, UMKM. 
 

 

Pendahuluan  
Di negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya kelompok usaha 

tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, 
seperti halnya di negara berkembang, domestik bruto paling besar 

dibandingkan kontribusi dari usaha besar [1]. Keberadaan UMKM dapat 
menciptakan peluang bisnis baru yang melibatkan produsen dan konsumen. 

Hal ini tentunya dapat memberikan peluang baru bagi munculnya wajib pajak 
baru atau objek pajak dalam kegiatan ekonomi. Wajib pajak adalah pelaku 

ekonomi usaha yang memiliki penghasilan tertentu. Pendapatan ini dapat 

diciptakan karena bisnis mereka bekerja dengan memperluas bisnis operasi 
UMKM dalam pengembangan ekonomi regional. Indikator upaya 

pengembangan UMKM dapat dilihat dari perkembangan bisnis UMKM dan 
peningkatan UMKM bisnis dari berbagai kelompok usia. 

Tingginya tingkat pertumbuhan UMKM dan seiring kebutuhan 
penerimaan negara di sektor pajak, mendorong pemerintah untuk melakukan 

optimalisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM. Kebijakan insentif pajak 
penghasilan bagi UMKM yang akan ditetapkan oleh pemerintah merupakan 

salah satu kebijakan yang tepat untuk semakin mendorong perkembangan 
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sektor UMKM [2]. Pemberlakuan peraturan pemerintah tentang pajak bagi 

UMKM yang diawali dari terbitnya PP nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak 
UMKM dan diberlakukan per 1 Juli 2014 diharapkan akan memberikan 

peningkatan penerimaan pajak. Kemudahan prosedur perhitungan pajak 
UMKM dengan penetapan tarif pajak final 1% dari peredaran bruto akan 

mendorong wajib pajak pelaku UMKM untuk mematuhi ketentuan perpajakan. 
Namun keputusan pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM 

dinilai tak banyak membantu dan memberikan insentif bagi UMKM [3], bahkan 

dinilai sebagai bentuk penindasan, penyederhanaan perhitungan PPh hanya 
merupakan kata pemanis yang sebetulnya menjadikan pengusaha kecil yang 

selama ini termarjinalkan menjadi korban [4]. Atas berbagai pertimbangan dan 
permintaan dari masyarakat pemerintah kembali melakukan revisi peraturan 

perpajakan bagi UMKM dengan mengeluarkan PP nomor 23 tahun 2018 
tentang Ketentuan Pajak bagi UMKM, dan menurunkan tarif pajak final 0.5% 

dari peredaran bruto yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2018. 
Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan 

yang menjadi perhatian dalam bidang perpajakan. Di Indonesia tingkat 

kepatuhan wajib pajak masih dapat dikatakan rendah. Rendahnya tingkat 
kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat 

memprihatinkan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di 
Indonesia. Pertumbuhan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 

dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Namun, peningkatan 
jumlah umkm ini tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik UMKM untuk 

melaksanakan kewajiban perpajakannya [5]. 

Pertumbuhan jumlah UMKM yang tinggi adalah sumber pajak yang dapat 
digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara. Sistem pengumpulan 

pajak Indonesia yang berlaku saat ini disebut self asessment system yang telah 
dilaksanakan sejak 1983 sangat bergantung pada kejujuran dan kepatuhan 

wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajak mereka secara mandiri. Misu 
(2011) membagi faktor kepatuhan pajak menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan 

nonekonomi. Salah satu faktor nonekonomi adalah keadilan pajak. Teori ini 
didukung oleh Richardson, yang menggambarkan bahwa salah satu variabel 

non-ekonomi yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak adalah persepsi 

keadilan pajak. Rajif menyatakan faktor yang memiliki pengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan pajak yaitu pengetahuan pajak. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Prasetyo (2006) menyatakan bahwa pengetahuan pajak 
berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Tanpa pengetahuan 

pajak, wajib pajak tidak mau mematuhi hukum pajak, sengaja atau tidak [6]. 
Kuliah Kerja Nyata yang dilaksanakan oleh Kelompok 15 di Desa Muara 

Dua Kecamatan Pemulutan Kabupaten ini  Ogan Ilir mempunyai program kerja, 

salah satunya adalah memberikan edukasi dan memberi pemahaman bagi 
UMKM mengenai perpajakan secara umum, cara membayar pajak, serta cara 

pelaporan pajak [7]. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan pengelola UMKM 
dapat memperoleh pengetahuan yang memadai dalam pemenuhan hak dan 

kewajiban pajaknya [8]. Dengan adanya edukasi mengenai perpajakan tersebut 
diharapkan UMKM mendapat gambaran dasar tentang perpajakan [9].  

 

Metode Pelaksanaan 
Waktu  dan  tempat  pelaksanaan  kegiatan  Kuliah  Kerja  Nyata  (KKN)  

yaitu  pada tanggal 04 September 2023 sampai dengan 04 Desember 2023 yang 

bertempat di Desa Mura Dua Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir 

Sumatera Selatan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu 
dengan cara observasi dan melakukan tanya jawab secara langsung.  
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Hasil dan Pembahasan 
Berdasarkan kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu Edukasi mengenai 

Informasi Perpajakan bagi pelaku UMKM di Desa Muara, langkah pertama 

dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah UMKM diberi 
pemahaman tentang pengertian pajak, Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan 

Pasal 21, cara pelaporan dan cara pembayaran pajak bagi UMKM [10]. Dengan 
adanya edukasi mengenai perpajakan tersebut diharapkan UMKM mendapat 

gambaran dasar tentang perpajakan, dan semoga menjadi langkah awal agar 
UMKM dapat meningkatkan kesadaran untuk memenuhi hak dan kewajiban 

perpajakannya, serta UMKM dapat memahami ketentuan umum dan Tata Cara 

Perpajakan (KUP) sehingga UMKM mampu melakukan pembayaran dan 
pelaporan pajak dengan baik. 

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata dilaksanakan sebagai upaya untuk 
mengedukasi dan memberi pemahaman bagi UMKM mengenai perpajakan 

secara umum, cara membayar pajak, serta cara pelaporan pajak. Berdasarkan 
kegiatan yang dilakukan pengelola UMKM dapat memperoleh pengetahuan 

yang memadai dalam pemenuhan hak dan kewajiban pajaknya. Kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata dilakukan dalam waktu yang terbatas sehingga 

mengandung risiko kesalahan prosedur atau penginputan data yang dilakukan 

oleh UMKM dalam proses pembayaran ataupun pelaporan pajak. Oleh karena 
itu UMKM masih terus diberikan kesempatan untuk berkonsultasi apabila 

terdapat kendala dalam pembayaran atau pelaporan pajak dikemudian hari 
[11]. 

 
Gambar 1. Kunjungan pada UMKM Pengrajin Songket 

 

 
Gambar 2. Pelaksanaan kegiatan 
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Dari hasil yang telah dilakukan diatas, ditemukan bahwa pelaku UMKM 

memahami tentang pentingnya pajak bagi masyarakat dan tingkat kesadaran 
perpajakan meningkat dan juga dapat memperoleh pengetahuan yang memadai 

dalam pemenuhan hak dan kewajiban pajaknya. 
 

Kesimpulan 
Berdasarkan kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu Edukasi mengenai 

Informasi Perpajakan bagi pelaku UMKM di Desa Muara Dua, langkah pertama 
dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah UMKM diberi 

pemahaman tentang pengertian pajak, Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan 

Pasal 21, cara pelaporan dan cara pembayaran pajak bagi UMKM. Dengan 
adanya edukasi mengenai perpajakan tersebut diharapkan UMKM mendapat 

gambaran dasar tentang perpajakan, dan semoga menjadi langkah awal agar 
UMKM dapat meningkatkan kesadaran untuk memenuhi hak dan kewajiban 

perpajakannya. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata dilakukan dalam waktu yang 
terbatas sehingga mengandung risiko kesalahan prosedur atau penginputan 

data yang dilakukan oleh UMKM dalam proses pembayaran ataupun pelaporan 
pajak. Oleh karena itu UMKM masih terus diberikan kesempatan untuk 

berkonsultasi apabila terdapat kendala dalam pembayaran atau pelaporan 

pajak dikemudian hari. 
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